BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Penulis berkesimpulan bahwa Penerbitan sertifikat dimaksudkan
agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya.
Oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat.
Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya
tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai

pemegang hak atau pihak lain yang dikuasakan olehnya.

2. Proses Penanganan perkara yang berkaitan dengan asas Nebis In
Idem, dimana identitas obyek sengketa yang termuat dalam
putusan adalah kabur sekalipun telah dilakukan peninjauan lokasi
secara berulang-ulang. Tujuan Nebis In Idem adalah untuk
memberikan perlindungan hukum terhadap diri seseorang agar
tidak dapat dituntut dan disingkirkan kembali dalam peristiwa yang
sama dan yang sebelumnya telah pernah di putus dan juga
menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang
memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang

pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda.
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B. Saran

1. Diharapkan agar pengurusan Sertifikat hak atas tanah atau pun
surat-surat yang penting lainnya di Indonesia bisa dipermudah dan
disederhanakan dengan payung hukum yang jelas agar tidak
membingungkan masyarakat.

2. Agar hakim bersikap netral dalam menerima perkara apapun yang
masuk. Agar pernyataan ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa
khususnya dalam melakukan peneltian akademik dan bagi

masyarakat pada umumnya.
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